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ABSTRAK

Tifani Ramadhani : Analisis Kinerja Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera

Barat
Pembimbing : Halkadri Fitra, S.E.,M.M,AK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisisi kinerja keuangan pada

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dengan
menggunakan Rasio Likuiditas, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian ini merupakan
penelitian deskriptif kuantitatif yang menggunakan data sekunder sebagai sumber data
penelitian yaitu Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Dinas Kehutanan Provinsi
Sumatera Barat tahun 2018-2023 yang diperoleh dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera
Barat yang beralamat di JI. Jaksa Agung R.Soeprapto No. 11 Kota Padang, Sumatera Barat.
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Dinas Kehutanan Provinsi
Sumatera Barat dilihat dari (1) Rasio Likuiditas dengan indikator yaitu Rasio Lancar,
Rasio Lancar pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2018-2023 tahun
yang terbaik adalah tahun 2021 yaitu sebesar 14,90 dikategorikan lancar. (2) Rasio
Efektivitas PAD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2023 sebesar
92,02% dengan kategori Efektif. (3) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Dinas Kehutanan

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2023 sebesar 161,29% dengan kategori Tidak Efisien.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Likuiditas, Rasio Efektivitas PAD dan

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia mengalami kemajuan yang
pesat seiring dilaksanakannya otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dengan otonomi daerah yang dimilikinya, daerah memiliki kewenangan yang lebih
luas dalam mengelola daerahnya. Daerah harus menjadi lebih mandiri sehingga
mampu mengurangi ketergantungannya kepada pemerintah pusat.

Kewenangan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah adalah
mengelola keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah didefinisikan
sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan yang dapat
dijadikan milik daerah sehubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Untuk
mencapai pengelolaan keuangan daerah yang baik maka dilakukan dengan cara
menganalisis Kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini diperlukan karena hasil
pengukuran kinerja keuangan dapat memberi perspektif tambahan bagi pengelola
keuangan daerah untuk meningkatkan kualitas keuangan daerah (Maulina dkk., 2021).

Kinerja pemerintah merupakan suatu hal yang menjadi fokus perhatian dalam
pengelolaan keuangan negara. Kinerja pemerintah yang dimaksud adalah bagaimana

upaya pemerintah daerah dalam memperoleh dan menggunakan dana dalam



melakukan pembangunan daerah bersangkutan. Oleh karena itu kinerja pemerintah
perlu untuk dilakukan pengukuran agar dapat diberikan suatu pernyataan keberhasilan
pemerintah daerah dan dapat didentifikasi perbaikan jika memang diperlukan
(Mardiasmo, 2016).

Kinerja keuangan adalah suatu cara pengukuran pengelolaan keuangan organisasi
atau perusahaan dikaitkan dengan pusat pertanggungjawaban. Menurut Kamus
Akuntansi Manajemen Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah diartikan sebagai
aktivitas dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran
keberhasilan pekerjaan. Pengukuran Kinerja diartikan sebagai suatu sistem keuangan
atau nonkeuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari
suatu aktivitas atau suatu unit organisasi. Untuk mengetahui kinerja pemerintah maka
perlu dilakukan suatu analisis terhadap laporan. Salah satu alat untuk menganalisis
kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan adalah dengan melakukan analisis rasio
keuangan dengan menggunakan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Kinerja
keuangan pemerintah menjadi poin penting serta topik yang menarik untuk diteliti. Hal
ini dikarenakan, dengan meneliti kinerja keuangan pemerintah dapat diketahui hasil
program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, apakah pemerintah sudah
baik menjalankan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan oleh rakyatnya.

Salah satu alat ukur yang digunakan untuk menganalisis Kinerja keuangan daerah
dalam menganalisis Kinerja keuangan daerah adalah dengan cara melakukan analisis
rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang
telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2019). Analisis rasio terhadap realisasi
APBD harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) dapat dilakukan dengan cara menghitung analisis Kinerja keuangan daerah.



Kinerja Keuangan daerah dapat diukur dengan Rasio Likuiditas, Rasio Efektivitas
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.

Menurut Kasmir (2016) rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan
kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Artinya jika
perusahaan ditagih, perusahaan mampu untuk membayar hutang tersebut terutama
hutang yang sudah jatuh tempo. Rasio likuiditas juga berfungsi untuk mengukur
kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo, baik
kewajiban kepada pihak ekternal mauoun pihak internal perusahaan.

Menurut Halim (2019) rasio efektivitas PAD merupakan salah satu rasio yang
digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam suatu daerah untuk
mewujudkan realisasi pada pendapatan daerah sendiri kemudian selanjutnya akan
dibagi dengan anggaran yang telah ditentukan dalam potensi nyata dalam suatu daerah.
Pendapatan asli pada suatu daerah dapat dikatakan dengan kategori efektif jika hasil
atau nilai yang dicapai 100 atau lebih dari 100%. semakin tinggi nilai suatu rasio
efektivitas maka semakin baik kinerja pemerintahan.

Menurut Halim (2019) rasio efisiensi keuangan daerah merupakan rasio yang
menggambarkan pengeluaran (belanja daerah) dengan realisasi pendapatan yang
diterima. Kinerja pemerintah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan
efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau dibawah 100%. semakin kecil
rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

Beberapa permasalahan keuangan yang dihadapi Dinas Kehutanan Provinsi
Sumatera Barat antara lain: (1) ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari
pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonom maupun
dari sudut anggaran pemerintah daerah. (2) rendahnya kemampuan daerah untuk

menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari



penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil disbanding total
penerimaan daerah.

Berdasarkan penyelenggaraan pemerintah daerah kepala daerah dibantu oleh
perangkat daerah salah satunya adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
Dinas Kehutanan Sumatera Barat merupakan lembaga teknis daerah dibidang
pengelolaan kawasan kehutanan serta hasil produksi kehutanan di Provinsi Sumatera
Barat melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Kehutanan. Semakin lama
pemerintah maka semakin pesat perkembangannya, baik dalam tingkat pusat maupun
daerah. Namun hal tersebut menyebabkan timbulnya kenyataan semakin menguatnya
tuntutan akuntabilitas publik dan adanya transparasi (Afni, 2024). tuntutan
akuntabilitas publik dan transparasi dimaksud adalah akuntabilitas publik seperti
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
harus dapat menjelaskan dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dan
sumber daya kepada publik dan pemangku kepentingan. Dan transparasi yang
dimaksud adalah keterbukaan informasi. Transparansi mengacu pada keterbukaan
informasi terkait dengan keuangan, termasuk anggaran, pengeluaran, dan hasil
kegiatan. Informasi ini harus tersedia untuk publik sehingga mereka dapat
mengevaluasi kinerja keuangan lembaga secara independen.

Berikut ini adalah data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja pada

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.:



Tabel 1.1 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Kehutanan

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2023

Tahun | Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi %
Pendapatan | Pendapatan Belanja (Rp) Belanja (Rp)
(Rp) (Rp)
2018 | 40.261.000 | 42.066.780 | 104,49 | 103.168.994.701 | 92.870.576.872 90,02
2019 | 41.273.790 | 42.209.958 | 102,27 | 99.530.301.397 | 86.209.305.057 | 86,62
2020 | 42.066.780 | 42.788.178 | 101,71 | 57.164.559.128 | 56.209.230.503 | 98,33
2021 | 42.066.780 | 40.019.872 | 95,13 78.657.557.809 | 73.939.991.292 | 94,00
2022 | 100.000.000 | 56.164.364 | 56,16 | 82.451.095.660 | 80.415.328.501 | 91,95
2023 | 100.000.000 | 92.401.497 | 92,40 | 82.173.410.624 | 77.133.815.531 | 93,87

(Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun

2018-2023)

Pada tabel diatas menunjukkan target dan realisasi yang mengalami naik turun
setiap tahunnya dan belum dapat terealisasi secara optimal, terbukti pada tabel 1.1.
Pada tahun 2018 Realisasi Pendapatan Daerah melebihi target dengan presentase
104,49%, kemudian pada tahun 2019 target dan realisasi mengalami penurunan tetapi
Realisasi Pendapatan Daerah melebihi target dengan presentase 102,27%. Pada tahun
2020 target dan realisasi mengalami penurunan dan juga Realisasi Pendapatan Daerah
melebihi target dengan presentase 101,71% kemudian pada tahun 2021 Target dan
Realisasi Pendapatan Daerah mengalami penurunan tetapi Realisasi Pendapatan
Daerah tidak mencapai target dengan presentase 95,13%. Pada tahun 2022 Target dan
Realisasi Pendapatan Daerah mengalami penurunan tetapi Realisasi Pendapatan
Daerah tidak mencapai target dari Pendapatan Daerah dengan presentase 56,16%.

Pada tahun 2023 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah mengalami kenaikan tetapi




Realisasi Pendapatan Daerah tidak mencapai target dengan presentase 92,40%. Hal ini
menunjukkan bahwa tidak ada Realisasi Pendapatan Daerah yang mencapai Target
dan hanya berkembang secara fluktuatif. Sedangkan Target dan Realisasi Belanja
Daerah tahun 2018 sampai tahun 2023. Pada tahun 2019 mengalami penurunan dari
tahun sebelumnya tahun 2018, lalu pada tahun 2020 mengalami kenaikan dari tahun
sebelumnya tahun 2019, pada tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun
sebelumnya tahun 2020, pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun
sebelumnya tahun 2021 dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun
sebelumnya tahun 2022.

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa adanya perubahan naik dan turunnya
realisasi pendapatan dan belanja daerah, peneliti menyatakan bahwa realisasi
pendapatan dan belanja daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat akan
menentukan naik atau turunnya kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
Dan realisasi pendapatan dan belanja daerah pada tahun 2018-2023 mengalami
kenaikan dan penurunan secara fluktuatif disebabkan karena banyaknya kendala-
kendala yag dialami oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam
melaksanakan tugas pengelolaan keuangan, adanya gangguan seperti pendemi
Covid’19 yang dapat mengakibatkan bertambahnya belanja daerah yang tak terduga,
dan pembelanjaan peralatan kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Dengan menganalisis sejauh mana pengaruh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera
Barat dalam meningkatkan kinerja keuangan terhadap Laporan Realisasi Anggaran
Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat selama enam tahun terakhir dari tahun 2018
sampai tahun 2023, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang baik, jujur,
efektif, dan efisien. Apakah kinerja keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera

Barat selama ini sudah mempercepat peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan



mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat atau sebaliknya. Penelitian

berusaha untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan Dinas Kehutanan Provinsi

Sumatera Barat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk menganalisis
bagaimana kinerja keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca tahun 2018-2023 menggunakan
analisis rasio keuangan. Oleh karena itu penulis mengangkat judul “Analisis Kinerja
Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi
Sumatera Barat”.

Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka rumusan masalah yang

dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
pada tahun 2018 sampai tahun 2023 diukur dengan menggunakan Rasio Likuiditas?

2. Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
pada tahun 2018 sampai tahun 2023 diukur dengan menggunakan Rasio
Efektivitas Pendapatan Asli Daerah?

3. Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
pada tahun 2018 sampai tahun 2023 diukur dengan menggunakan Rasio Efisiensi
Keuangan Daerah?

. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian

adalah:



1. Untuk menganalisis tingkat Kinerja Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi
Sumatera Barat pada tahun 2018 sampai tahun 2023 diukur dengan menggunakan
Rasio Likuiditas.

2. Untuk menganalisis tingkat Kinerja Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi
Sumatera Barat pada tahun 2018 sampai tahun 2023 diukur dengan menggunakan
Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah SKPD

3. Untuk menganalisis tingkat Kinerja Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi
Sumatera Barat pada tahun 2018 sampai tahun 2023 diukur dengan menggunakan

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah SKPD

D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak sebagai
berikut:
1. Bagi Penulis
Untuk dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti
kegiatan perkuliahan serta memperdalam pengetahuan dan wawasan penulis
terhadap Kkinerja keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
2. Bagi Universitas Negeri Padang
Diharapkan dapat memberikan informasi dan salah satu sumber referensi
tentang kajian teori bagi peneliti selanjutnya yang menyukai pada bidang dan topik
yang sama.
3. Bagi Pembaca
Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi yang bermanfaat
dalam melaksanakan penelitian, maupun studi lebih lanjut dan sebagai bahan

rujukan dalam kondisi pemerintah daerah secara benar dan objektif.



4. Bagi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu masukan mengenai perhitungan
rasio keuangan untuk menilai Kkinerja keuangan Dinas Kehutanan Provinsi
Sumatera Barat terutama bagi perencanaan dan pengambilan keputusan

pembangunan ke depan.
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BAB V

PENUTUP

Bab V ini merupakan tahapan akhir dalam penelitian yang di dalamnya peneliti akan

menyampaikan kesimpulan singkat dan saran yang diperoleh dalam penelitian ini. Peneliti

membuat kesimpulan berdasarkan paparan hasil dan analisis data yang diperoleh setelah

proses pengambilan data. Selanjutnya, diberikan juga saran sebagai masukan untuk

penelitian lanjutan yang masih terkait dengan penelitian ini.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan peneliti menggunakan rasio

keuangan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat maka dapat disimpulkan

dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut

1.

Kinerja Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat jika dinilai
berdasarkan rasio likuiditas pada rasio lancar dari tahun 2018 sampai tahun 2023,
tahun yang lebih baik adalah tahun 2021 sebesar yaitu 1490% artinya setiap Rp 1
Kewajiban Jangka Pendek dijamin oleh Rp 14,90 aset lancar sehingga
dikategorikan lancar karena nilai aset lancar diatas 1.

Kinerja keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat jika dinilai
berdasarkan rasio efektivitas pendapatan asli daerah dari tahun 2018 sampai tahun
2023, rata-ratanya adalah 92,02% dikategorikan dengan kemampuan keuangan
yang efektif karena persentase berada antara 90% sampai 100% dan hasil dari 6
tahun yang telah diteliti dari tahun 2018 sampai 2023 maka tahun yang terbaik
adalah tahun 2018 sebesar 104,49% dikategorikan dengan kemampuan keuangan

yang sangat efektif karena persentase diatas 100%.
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Kinerja keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat jika dinilai
berdasarkan rasio efisiensi keuangan daerah dari tahun 2018 sampai tahun 2023,
rata-ratanya adalah 161,29% dikategorikan dengan Tidak efisien karena persentase
berada diatas 100%. Dinas Kehutanan masih terjadi pemborosan dalam belanja
seperti melakukan pengadaan peralatan kantor, seperti pengadaan komputer,
printer dan AC. Sehingga Dinas Kehutanan mengalami pemborosan dan belum
menerapka penghematan anggaran secara efisien dan hasil dari 6 tahun yang telah
diteliti dari tahun 2018 sampai tahun 2023 maka tahun yang terbaik adalah tahun
2023 sebesar 83,47% dikategorikan dengan cukup efisien karena persentase berada

antara 80% sampai 90%.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, berikut ini akan diberikan saran yang mungkin

dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera

Barat dalam mengelola keuangan dimasa yang akan datang. Adapun saran-saran yang

dapat penulis sampaikan adalah:

1.

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat diharapkan berupaya untuk lebih
meningkatkan PAD-nya dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan
memperluas sektor-sektor yang berpotensi menambah PAD, sehingga
ketergantungan pendapatan dari Pemerintah Pusat bisa semakin berkurang.

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan hasil analisis rasio yang
telah penulis paparkan maka diharapkan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera
Barat mampu meningkatkan tingkat pendapatan asli daerah serta mampu
mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat harus selalu berusaha menggali sumber-

sumber potensi Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu diperlukan upaya-upaya bagi
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peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dengan membuat peraturan daerah bagi
beberapa sektor pajak yang dianggap potensial.

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat harus dapat memprioritaskan alokasi
dananya pada belanja pembangunan secara optimal. Dinas Kehutanan Provinsi

Sumatera Barat harus lebih transparansi dalam menyusun anggaran.
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